MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur
pemerintah yang memiliki kinerja dan
dedikasi  tinggi, diperlukan adanya
tambahan  penghasilan yang  dapat
mendorong prestasi kerja, produktifitas,
dan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah  Daerah  dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban
kerja, tempat Dbertugas, kondisi Kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya;

c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

a. bahwa Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu
dilakukan penyesuaian ketentuan
mengenai pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai
dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas

Menimbang :

Menimbang

a. bahwa pemberian  Tambahan
Penghasilan Pegawai Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta telah diatur dengan
Peraturan ~ Gubernur  Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi,
perlu  dilakukan  penyesuaian
ketentuan mengenai pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai

Menimbang

: a. bahwa pemberian Tambahan
Penghasilan  Pegawai  Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
telah  diatur dengan  Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang  Tambahan  Penghasilan

Pegawai sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur

Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang  Tambahan  Penghasilan
Pegawai;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi,
perlu dilakukan penyesuaian
ketentuan  mengenai  pemberian
Tambahan  Penghasilan  Pegawai
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai dipandang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti;

d. bahwa Peraturan
Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi
Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi
Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dipandang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai;

Gubernur  Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

sehingga  Peraturan  Gubernur
Daerah  Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai
dimaksud dalam huruf a perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan ~ Gubernur  Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai;

sehingga Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai dimaksud dalam
huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang ~ Tambahan  Penghasilan
Pegawai;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang  Perubahan  Undang-Undang
Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 tentang Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang  Aparatur  Sipil  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Istimewa
Jogjakarta  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor
19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran
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tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Tengah, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagai mana
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6481);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
(Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112);

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6481);

6. Peraturan Pemerintahn Nomor 31
Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Timoer, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2021 Nomor 112) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
112 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023 Nomor 2);

Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang  Aparatur  Sipil  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Nomor 112) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai (Berita Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita  Daerah  Daerah  Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 83);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 106);

12. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021
tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023 Nomor 2);

Nomor 15);

MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN
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YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN DAERAH ISTIMEWA ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
2021 TENTANG TAMBAHAN YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 112 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN PEGAWAI. 2021 TENTANG TAMBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PENGHASILAN PEGAWAL. PEGAWAI.
Pasal | Pasal | Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
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Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) diubah
sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
2) diubah sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

BAB |
KETENTUAN UMUM

Tetap

Tetap

Tetap

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat
TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara
bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada
pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan
jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang
diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan
sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan
jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan
tunjangan jabatan fungsional umum.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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pembina  kepegawaian untuk  menduduki  jabatan
pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Tenaga Bantu yang selanjutnya disebut Naban adalah
seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat
dalam jangkawaktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan
aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan
aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

7. Pegawai Titipan Masuk  adalah PNS dari
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

10. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan
manajerial pada satuan pendidikan.

11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon, dan/atau pensiun.

12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan
kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai
penghargaan atas profesionalitasnya.

6. Pegawai

7. Pegawai

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut PPPK DIY adalah seseorang yang
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam
jangka waktu tertentu sebagai tenaga bantu untuk
mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau
jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Yogyakarta dengan pembiayaan dari
pendapatan dan belanja daerah.

Titipan Masuk adalah PNS dari
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah
Daerah.

Istimewa
anggaran

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
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13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri
sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.

14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan
tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan  perundang-undangan  dan/atau  peraturan
kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka
dijatuhi hukuman disiplin.

16. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai
dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk
Jabatan itu serta syarat lainnya.

17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai
pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan
sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.

18. Penilaian Kinerja Pegawai adalah suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran Kkinerja pegawai dan perilaku kerja
Pegawai.

19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai per periode tahunan dan
bulanan.

20. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada
hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan
tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat
direncanakan pada awal tahun.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa
gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang
diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat
pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai
negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai
dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan
atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah
ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja
sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku
kerja.
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21. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN
yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk
cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian
informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk
penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta
kekayaan penyelenggara negara.

23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta
kekayaan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN
yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

24. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut
Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah  sebagai  unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

26. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Instansi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Pejabat Penilai

18. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana

Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja
dan perilaku kerja Pegawai secara periodik atau
tahunan dan menetapkan predikat kinerja Pegawai
berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.

Kinerja adalah atasan langsung
Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan.

20. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.
Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan Pegawai.

Tetap

Tetap

Tetap
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BAB Il Tetap Tetap Tetap
PEMBERIAN TPP
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3 Tetap Pasal 3 Tetap
TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah, yang TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah
terdiri atas: yang terdiri atas:
a. PNS; a. PNS;
b. PPPK; dan b. PPPK; dan
c. Naban. c. PPPKDIY.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4 Tetap Pasal 4 Tetap

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan penuh

kepada:

a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah
yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah
memberikan jasa layanan diberikan TPP sebesar 80%
(delapan puluh persen);

b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah
yang sudah memberlakukan Remunerasi diberikan TPP
sebesar 50% (lima puluh persen);

c. Pegawai yang bertugas pada perangkat daerah penerima
insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP
sebesar 50% (lima puluh persen);

d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima tambahan
penghasilan dari institusi asalnya diberikan TPP sebesar 80%
(delapan puluh persen);

e. Pegawai ASN jabatan Guru yang tidak mendapat tugas
tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan

penuh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum
Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi
sudah memberikan jasa layanan diberikan TPP sebesar
80% (delapan puluh persen);

b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum
Daerah yang sudah memberlakukan Remunerasi
diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);

c. PNS yang bertugas pada perangkat daerah penerima
insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP
sebesar 50% (lima puluh persen);

d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima
tambahan penghasilan dari instansi asalnya diberikan
TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);

e. PNS jabatan Guru yang tidak mendapat tugas
tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan
Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan

Matrik Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan DIY/Kun Nanda Ksatriadi

11




Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
121 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi
Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan
Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

f. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh

persen).

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5 Tetap Tetap Pasal 5
(1) Bagi PNS vyang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau
mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) Penjabat Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan TPP
dari TPP Jabatan yang dirangkapnya. sebesar 20% ( dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang
(2) Pemberian tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat dirangkapnya.
(1), diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1)
bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu). dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai
Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah.

(3) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian
mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh
persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.

(4) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu)
bulan kalender dimulai dari tanggal 1 (satu).

Pasal 6 Tetap Tetap Tetap

(1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan format tambahan
penghasilan pegawai per bulan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) TPP ketiga belas dan keempat belas dapat diberikan kepada
Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketersediaan anggaran dengan menggunakan
dasar perhitungan pemberian TPP pada bulan sebelumnya.

penghitungan
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BAB Il
PARAMETER TPP

Tetap

Tetap

Tetap

Pasal 7

(1) Parameter pemberian TPP terdiri dari:

a. beban kerja;

b. prestasi kerja;

c. kondisi kerja;

d. tempat bertugas;

e. kelangkaan profesi; dan/atau
f. pertimbangan objektif lainnya.

(2) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tetap

Tetap

Tetap

BAB IV
INDIKATOR PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Tetap

Tetap

Tetap

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. indikator capaian kinerja Instansi; dan
b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri atas:
1. indikator disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh
persen) untuk PNS dan 100% (seratus persen) untuk
PPPK dan Naban; dan

Pasal 8

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai
berikut:

a.
b.

indikator capaian kinerja Instansi; dan
indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri
atas:
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2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh
puluh persen) untuk PNS.

1. indikator disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga
puluh persen) untuk PNS dan 100% (seratus
persen) untuk PPPK dan PPPK DIY; dan

2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 70%
(tujuh puluh persen) untuk PNS.

Bagian Kedua
Indikator Capaian Kinerja Instansi

Tetap

Tetap

Tetap

Pasal 9

(1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
a. perencanaan dan pengendalian program/ kegiatan;
b. pengawasan;
c. pengelolaan anggaran;
d. pengelolaan sumber daya manusia;
e. pengelolaan barang; dan
f. pengelolaan arsip

(2) Kriteria kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi ke dalam subkriteria, indikator penilaian, dan bobot
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Tetap

Tetap

Tetap

Pasal 10

(1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan secara transparan dan
akuntabel.

(2) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan triwulanan dengan data
bulanan/triwulanan/tanunan  sebagai dasar  penetapan
besarnya tambahan penghasilan Instansi untuk triwulan
berikutnya.

Tetap

Tetap

Tetap
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Pasal 11 Tetap Tetap Tetap
(1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja
Instansi yang terdiri atas unsur:
a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
(2) Pembentukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Daerah.
Pasal 12 Tetap Tetap Tetap

(1) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 5 peringkat
kinerja sebagai berikut:

a. peringkat 1 apabila kinerja Instansi sangat baik, dengan
nilai lebih besar dari 900;

b. peringkat 2 apabila kinerja Instansi baik, dengan interval
nilai lebih dari 850 sampai dengan 900;

c. peringkat 3 apabila kinerja Instansi cukup, dengan
interval nilai lebih dari 800 sampai dengan 850;

d. peringkat 4 apabila kinerja Instansi kurang, dengan
interval nilai lebih dari 750 sampai dengan 800; dan

e. peringkat 5 apabila kinerja Instansi sangat kurang,
dengan nilai kurang dari atau sama dengan 750.

(2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan
penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:

a. peringkat 1 dengan penerimaan TPP sebesar 100%
(seratus persen);
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b. peringkat 2 dengan penerimaan TPP sebesar 95%
(sembilan puluh lima persen);

c. peringkat 3 dengan penerimaan TPP sebesar 90%
(sembilan puluh persen);

d. peringkat 4 dengan penerimaan TPP sebesar 85%
(delapan puluh lima persen); dan

e. peringkat 5 dengan penerimaan TPP sebesar 80%

(delapan puluh persen).

(1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan
pada saat pulang kerja melalui aplikasi presensi atau mesin
presensi.

(2) Rekapitulasi presensi pada bulan Desember dilakukan
sampai tangal 15 (lima belas) Desember dan sebagai dasar
pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.

(3) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi presensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka
rekapitulasi presensi pada bulan Desember digunakan

Pasal 13 Tetap Tetap Tetap
(1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Instansi diusulkan oleh
Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah.
(2) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga Tetap Tetap Tetap
Indikator Capaian Penilaian TPP Pegawai
Pasal 14 Tetap Tetap Tetap
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sebagai dasar pemberian TPP bulan Desember tahun berjalan
yang diterimakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15 Pasal 15 Tetap Pasal 15

(1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam | (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud (1) Indikator Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud
Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Pengukuran SKP. dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi

(2) Pengukuran SKP dilakukan secara periodik setiap bulan. Kinerja Pegawai. Kinerja Pegawai.

(3) Pengukuran SKP periodik setiap bulan dilakukan dengan | (2) Evaluasi kinerja Pegawai dilakukan terhadap hasil kerja (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dan perilaku kerja pegawai. ayat (1) dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja
dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. (3) Evaluasi kinerja Pegawai dilaksanakan per bulan sebagai pegawai.

(4) Pengukuran SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar penghitungan TPP per bulan melalui aplikasi si- (3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. informan. ayat (2) dilaksanakan per bulan sebagai dasar perhitungan

(5) Pengukuran SKP dilaksanakan per bulan sebagai dasar | (4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada TPP per bulan melalui aplikasi si-informan.
penghitungan TPP perbulan melalui aplikasi si-informan. ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan (4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada

(6) Tata cara penghitungan SKP sebagaimana dimaksud pada Gubernur yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Pegawai. Gubernur yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja
perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilaian Pegawai.

Kinerja Pegawai.
Pasal 16 Tetap Tetap Tetap

Format rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dan penilaian

produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan

Pasal 15 tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V Tetap Tetap Tetap
PENGHITUNGAN BESARAN TPP
Pasal 17 Tetap Tetap Tetap
(1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai dihitung

berdasarkan basic TPP.
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(2) Basic TPP untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Basic TPP = |Besaran Tunjangan Kinerja Badan
Pemeriksa Keuanpan| x (Indelks kapasitas Fislkal

Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x [(Indeks=s

Penyelengparaan Pemerintah Daerah)

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:
TFP

= DBesaran TPP x Percentacse

Instansi Pegawal Capaian Kinerja

Instansi

(2) Besaran penerimaan TPP Instansi sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan

rumus:

TPP = capalan x 30% + T0% pemberian
penilaian pemberian TPFP dan
kinerja TPP danu produlktivitas
nstansi Disiplin kerja

kerja

(4) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan
Naban dihitung dengan rumus:
TPP =

100% TFP

dari Di=iplin kerja

capalan penilaian x pemberian

lanerja instansi

(5) Penerimaan TPP dibulatkan dalam angka satuan rupiah.

(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

(7) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank
tertentu untuk pembayaran TPP.

Pasal 18

(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:

TPP = Besaran TPP x Persentase Capaian

Instansi Pegawai Kinerja Instansi

(2) Besaran penerimaan TPP Instansi sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan
rumus:

TPP = capaian x [ 30% + 70%
penilaian pemberian pemberian
kinerja TFP dari TFP dari
instansi Diziplin produletivitas

kerja kerja

(4) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan
Naban dihitung dengan rumus:

TPP = capaian penilaian x 100% pemberian TPP

kinerja instansi dari Disiplin kerja

(5) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan
rupiah penuh.

(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(7) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk
Bank tertentu untuk pembayaran TPP.

Pasal 18

(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan
rumus:

TFP = Besaran TPF x Persentase Capaian

Instansi Pegawai Kinerja Instansi

(2) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung
dengan rumus:

TPP = capaian X 30% + T0%
penilaian pemberian pemberian
kinerja TPP dari TPP dari
instansi Disiplin produktivitas

kerja kerja

(3) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan
PPPK DIY dihitung dengan rumus:

TPF =

capaian penilaian x 100% pemberian TPP

kinerja instansi dari Disiplin kerja

(4) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan
rupiah penuh.

(5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam)
ayat 1 (satu) dibayarkan melalui Bank Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(6) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk
Bank tertentu untuk pembayaran TPP.

(7) Besaran TPP PPPK dan PPPK DIY sebagaimana
dimaksud ayat (3), dialokasikan dalam rekening

Tetap
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(8) Besaran TPP Naban sebagaimana dimaksud ayat (4),
dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(9) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta
bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja Naban
berakhir.

(8) Besaran TPP PPPK dan Naban sebagaimana dimaksud
ayat (4), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera
Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).

(9) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta
bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja PPPK
dan Naban berakhir.

tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(8) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta
bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja
PPPK dan PPPK DIY berakhir.

Pasal 19 Tetap Tetap Tetap
(1) Penerimaan  TPP  setelah  dilakukan  penghitungan
pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp 0,00 (nol
rupiah).
(2) Kekurangan pembayaran TPP dari Instansi pada bulan
berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
BAB VI Tetap Tetap Tetap
PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi | 6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut: sebagai berikut:
Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 Tetap

Bobot pengurangan TPP meliputi:

a. presensi;

b. penilaian SKP;

c. capaian kinerja Instansi;

d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) khusus bagi Pegawai ASN yang
wajib lapor;

Bobot pengurangan TPP meliputi:

a. presensi;

b. evaluasi kinerja Pegawai;

c. capaian Kkinerja instansi;

d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khusus bagi Pegawai
ASN yang wajib lapor;

Bobot pengurangan TPP meliputi:

a. presensi;

b. evaluasi kinerja Pegawai;

c. capaian kinerja instansi;

d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN
yang wajib lapor;
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e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang
Milik Daerah (BMD);

f. hukuman disiplin; dan/atau

g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian
Barang Milik Daerah (BMD);

hukuman disiplin; dan/atau

tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian
Barang Milik Daerah (BMD);

f. hukuman disiplin; dan/atau

g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

(1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Eriteria dan Sub Kriteria Pemilauan

Perzentasze
Pensurangan
Per Har

N Kriteria dan Sub Kriteria
a
Penilaian

Persentasze

Penpurangan

2

3

1 2

3

Eetidalthadiran tanpa keterangan

vang sah

5%

Jumlah kumulatif terlambat

maszuk kerja dan pulang
mendahulul sampsai dengan 30
menit dalam 1 [satu] bulan dan

berlaku kelipatannya

0.25%

1 [|Jumlah kumulatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahuhii kurang dari 15
menit dalam 1 (=zatu) bulan

0,00%

Tidak presensi datang [kecuali
karena tugas dinas), tetapl

presensi pulang

Presenszi datang, tetapi tidak
presensi pulang [kecuah lkarena

tugas dinas)

2  [Jumlah kummalatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahulii 15 menit
sampai dengan 30 menit
dalam 1 [zatu) bulan

0,50%

(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.

3 [Jumlah kammalatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahuhii lebih dari 30

No

Kriteria dan Sub Kriteria

Penilaian

Persentase

Pengurangan

1

2

3

Jumlah kumulatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahuhu kurang dari 15

menit dalam 1 (satu) bulan

0,00%

Jumlah kumulatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahulii 15 menit
sampai dengan 30 menit

dalam 1 [zatu) bulan

0,50%

Jumlah kumulatif
terlambat masuk kerja
dan/atau pulang
mendahuhu lebih dari 30

menit dan berlaku

Bagian Kedua Tetap Tetap Tetap
Presensi
Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi | 7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut: sebagai berikut:
Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 Tetap
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(3) Dalam hal Pegawai ASN dan Naban tidak presensi datang
atau tidak presensi pulang, disamakan dengan terlambat atau
mendahului pulang selama 180 (seratus delapan puluh)
menit.

(4) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan
kepegawaian pada masing-masing Instansi
mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas
dinas/izin  meninggalkan  tugas dengan  dukungan
administrasi.

(5) Surat keterangan tidak presensi karena tugas dinas
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

menit dan berlalu

kelipatan setiap 30 menit

berilutnya

4  |Tidak presensi datang 2,25%
tetapi presensi pulang

5 |Presensi datang tetapi tidak 2,25%
presensi pulang

6 |Ketidakhadiran tanpa 7 %

keterangan yang sah

(2) Presensi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau
mesin presensi.

(3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan
kepegawaian pada masing-masing OPD
mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas
dinas dengan dukungan administrasi.

(4) Pegawai ASN dan Naban yang tidak melakukan presensi
karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan
Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/ Disposisi/ Surat
Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

kelipatan dalam 1 (satu]

bulan

4  |Tidak presensi datang 2,25%
tetapi presensi pulang

5 |Presensidatang tetapi tidak 2,25%
presensi pulang

6 |Ketidakhadiran tanpa 7 %

keterangan yang sah

(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau
mesin presensi.

(3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan
pengelolaan kepegawaian pada masing-masing OPD
mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas
dinas dengan dukungan administrasi.

(4) Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak melakukan
presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib
melampirkan Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/
Disposisi/ Surat Keterangan Tidak Presensi dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini
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Bagian Ketiga Tetap Tetap Tetap
Penilaian SKP
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 22 Pasal 22 Tetap Tetap
(1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen penilaian SKP | (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai dengan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
nilai yang dihasilkan. huruf b sesuai dengan predikat kinerja yang dihasilkan.
(2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen SKP sebagaimana | (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1)
No | Nilai Capaian SKP Persentase ditetapkan sebagai berikut:
Pengurangan ] - _ Persentase
1. |90=d. 120 0 % No | Predikat Kinerja Pegawai
_ : Penpurangan
2. |70=.d.89,99 10 % T Sangat Baik) Baik ER
3. |50:4.6999 20 % i
2. |Butuh Perbaikan 10 %
4. | kurang dar 50 30 %
3. |Eurang 20 %
4. | Sangat Kurang 30 %
Bagian Keempat Tetap Tetap Tetap
Capaian Kinerja Instansi
Pasal 23 Tetap Tetap Tetap

Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian Kkinerja

Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c

ditetapkan sebagai berikut:

a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan TPP 0% (nol
persen);

b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan TPP 5% (lima
persen);

c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan TPP 10%
(sepuluh persen);
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d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan TPP 15% (lima
belas persen); dan

e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan TPP 20% (dua
puluh persen).

Bagian Kelima Tetap Tetap Tetap
Keterlambatan Pelaporan LHKPN atau LHKASN
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 24 Tetap Pasal 24 Tetap
Keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi Keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Pegawai ASN yang wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dikenai pengurangan TPP lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
dengan ketentuan sebagai berikut: dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai
a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima berikut:
persen); a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5%
b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai (lima persen);
pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan
c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);
(dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat dan
sampai dengan melaporkan LHKPN atau LHKASN. d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar
20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan
keempat sampai dengan penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Bagian Keenam Tetap Tetap Tetap

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD)
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Pasal 25 Tetap Tetap Tetap
Keterlambatan tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik
Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e
dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima
persen);
b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai
pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); .
c. lebihdari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai
pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20%
(dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat
sampai dengan bulan seterusnya saat melaporkan telah
menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik
Daerah (BMD).
Bagian Ketujuh Tetap Tetap Tetap

Hukuman Disiplin

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26

(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang menerima
hukuman disiplin.

(2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan
sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin.

(2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan
sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin.

(2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan
sebagai berikut:
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No Jemis Hultuman Persentase Janglka Waldu
Dhsiplin Pengurangan Pengurangan
1 2 3 4
A Hultuman Disiplin Ringan
1 tepuran lican 20%% 2 bulan
2 tepuran tertulis 25% 2 bulan
3 pernyataan tidak 30% 3 bulan
puas secara tertulis
B Huluman Diziplin Sedang
1 penundaan 35% 12 bulan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun
2 penundaan 40% 12 bulan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun
3 Penurunan pangkat 45% 12 bulan
setingleat lebah
rendah selama 1
[satu) taluan
4 Penurunan pangkat 45% dan TPP| 12 bulan
setingleat lebah jabatan
rendah selama 1 fungsional
[satu] tahun bag guru
Pgjabat Fungsional
Guru
C Hulkuman Diziplin Berat
1 Penurunan Jabatan | 30% 12 bulan
setinglkat lebih
rendah selama 12
[dua belas) bulan

Jenis Hukuman Disiplin

Persentase

Pengurangan

Jangka Waldtu
Pengurangan

2

3

4

Hulkuman Disiplin Ringan

teguran lisan

200

2 bulan

teguran tertulis

25%

2 bulan

pernyataan tidak
puas secara tertulis

30a

3 bulan

Hukuman Disiplin Sedang

Penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 tahun

35%

12 bulan

Penundaan kenaikan

pangkat selama 1 tahun

40¥ia

12 bulan

Perurinan pangkat
setingkat lebih rendah

zelama 1 (satu) tahun

45%

12 bulan

Pemmarunan pangkat
setingkat lebih rendah
selama 1 |satu) tahun bagi

Pejabat Fungsional Guru

45% dari
TPP jabatan
funpsional
gura

12 bulan

Hulkuman Disiplin Berat

Jabatan
lebih  rendah
[dua Tbelas)

Penurunan
setinglkat
selama 12
bulan

20a

12 bulan

Jabatan
lebih rendah
gselama 12  [dua belas)
bulan bagi Pejabat
Fungsional Gura

Penurunan

setinglkat

50%% dari
TFP jabatan
fungsional
gur

12 bulan

Jabatan setingkat
lebih rendah
selama 12

belas) Bulan

[dua

No | Jenis Hukuman | Presentasi Jangka
Disiplin Pengurang- Waktu
an Pengurang-
an
1 2 3 4
A | Hukuman Disiplin Ringan
1 |Teguran lisan 20% 2 bulan
2 | Teguran tertulis 25% 2 bulan
3 | Pernyataan tidak | 30% 3 bulan
puas secara tertulis
B Hukuman Disiplin Sedang
1 | Penundaan 353% 12 bulan
kenaikan gaji
berkala selama 1
|zatu) Tahun
2 | Penundasn 400 12 bulan
kenaikan panghkat
selama 1 |=atu)
Tahun
3 | Penurunan 45% 12 bulan
pangkat setingkat
No | Jenis Hukuman
Disiplin
AL least one signature
o — B Don't show again
selama 1 (satu)
Tahun
4 | Penurunan 45% dari | 12 bulan
pangkat setingkat | TPP Jabatan
lebih rendah | fungsional
selama 1 (satu) | guru
Tahun bagi pejabat
Fungsional Gur
C Hukuman Disiplin Berat
1 | Penurunan 20% 12 bulan
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2 Penurunan Jabatan | 30% dan TPP| 12 bulan
setingleat lebah jabatan
rendah selama 12 fungsional
[dua belas) bulan guru
baz1 Pejabat
Fungsional Guru
3 Pembebasan dan 35% 12 bulan
Jabatannya menjadi
jabatan pelaksana
celama 12 [dua
belas] bulan
4 Pembebasan dan 35% dan TPP| 12 bulan
Jabatannys menjadi | jabatan
jabatan pelalksana fungzional
selama 12 ([dua garu
belaz) bulan bagi
Pejabat Fungsional
Guru

(3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani
hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan
pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengurangan TPP bagi PNS yang menerima hukuman
disiplin dilakukan sejak Surat Keputusan hukuman disiplin
ditetapkan.

No | Jenis Hukuman Disiplin Persentase | Jangka Waktu
Pengurangan | Pengurangan
3 | Pembebasan dari | 55% 12 bulan
Jabatannya menjadi
jabatan pelaksana selama
12 (dua belas) bulan
4 | Pembebasan dari | 55% dari | 12 bulan
Jabatannya menjadi | TPP jabatan
jabatan pelaksana selama | fungsional
12 (dua belas) bulan bagi | guru
Pejabat Fungsional Guru

(3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang
menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional
Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin
sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2).

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas
pelanggaran ketentuan Masuk Kerja dan menaati
ketentuan jam kerja.

(5) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin diberlakukan 15 (lima belas) hari sejak Surat
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.

S0%
TPP Jabatan

2 | Penurunan dari | 12 bulan
Jabatan setingkat
lebih

rendah | Fungsional

selama 12 (dua | Guru
belas) Bulan bagi
Pejabat Fungsional

Guru

3 |Pembebasan dari | 35% 12 bulan

Jabatannya
menjadi jabatan
pelaksana selama
12 [dua  belas]

Bulan

4 |Pembebasan dari | 35% dari | 12 bulan

Jabatannya TPP Jabatan

menjadi Jabatan | Fungsional

Pelaksana selama | Guru

No | Jenis Hukuman | Presentasi Jangka

Disiplin Pengurang- Waktu
an Pengurang-

an

12 [dua  belas]
Bulan bagi Pejabat

Fungsional Guru

(3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang
menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional
Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan
Kembali mendapatkan hukuman disiplin maka diberikan
TPP:

a. dengan menggunakan
tertinggi; dan

b. jangka waktu pengurangan sampai dengan selesainya
masa hukuman disiplin terpanjang.

(5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas
pelanggaran ketentuan Masuk Kerja dan Menaati
ketentuan jam kerja dan keterlambatan Laporan Harta

prosentasi  pengurangan
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Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai
ASN yang wajib lapor.

(6) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin mulai diberlakukan 15 (lima belas hari) sejak
surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
melakukan upaya administratif, pengurangan TPP
diberlakukan setelah diberlakukannya keputusan upaya
administratif ~ berdasarkan ~ ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tetap Tetap Tetap
Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27 Tetap Pasal 27 Tetap
Setiap Pegawai ASN dan Naban yang tidak mengikuti upacara Setiap Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak mengikuti
hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam
g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per Pasal 20 huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua
ketidakhadiran pada bulan berjalan. persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.
BAB VII Tetap Tetap Tetap
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 28 Tetap Tetap Tetap

TPP tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah

Daerah yang:

a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada
Instansi;

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai
PNS;
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c. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas
tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau

f. berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah.

BAB VIII Tetap Tetap Tetap
PELAPORAN
Pasal 29 Tetap Tetap Tetap
(1) Instansi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan
TPP setiap bulan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku
Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi.
(2) Tim Penilai Kinerja Instansi wajib:
a. melaksanakan evaluasi; dan
b. menyusun dan menyampaikan:
1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian
TPP setiap semester; dan
2. laporan  tahunan  kepada  Gubernur  yang
dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
BAB IX Tetap Tetap Tetap

KETENTUAN LAIN-LAIN

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai
yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan
TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

(1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai
yang  dipersyaratkan  mendapatkan  penyesuaian
penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 30

(1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak
sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian
penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan
Gubernur.

Pasal 30

(1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai
yang  dipersyaratkan = mendapatkan  penyesuaian
penerimaan TPP vyang ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur.
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(2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional
(belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, basic TPP
diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah
jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.

(3) Untuk Pegawai Titipan Masuk, basic TPP diberikan
berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi
yang dimiliki.

(4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah
Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari
tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala

Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP

diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.

Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala

Sekolah pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/ Sekolah

Menengah Atas (SMA) Negeri/ Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Negeri, TPP diberikan mulai bulan

berikutnya setelah pelantikan.

Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP

diatur sebagai berikut:

a. apabila pejabat dilantik/ditetapkan  dan
melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15
(lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas
pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru
dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi
lama dan Instansi baru dan nilai Produktivitas Kerja
Pegawai pada Instansi baru; atau

b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan  dan
melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas),
maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP
jabatan lama pada unit kerja lama dengan
mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama
dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada
Instansi lama.

(6)

()

baru

(2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non
fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non
aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu
tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau
terampil terendah.

(3) Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan
berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan
kualifikasi yang dimiliki.

(4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah
Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya
dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK
Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional
Guru.

(6) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran
TPP diatur sebagai berikut:

a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15
(lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas
pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja
baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada
Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja
Pegawai pada Instansi baru; atau

b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas),
maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP
jabatan lama pada unit kerja lama dengan
mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi
lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai
pada Instansi lama.

(7) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum
menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan
persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.

(2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non
fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non
aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan
satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli
atau terampil terendah.

(3) Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan
berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan
kualifikasi yang dimiliki.

(4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan
Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai
bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas.

(5) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran
TPP diatur sebagai berikut:

a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15
(lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas
pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja
baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin
pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas
Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau

b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima
belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima
TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan
mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi
lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja
Pegawai pada Instansi lama.

(6) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah
belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP
dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi
asal.

(7) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan

penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar

(2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non
fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non
aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu
tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau
terampil terendah.

(3) Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan
berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan
kualifikasi yang dimiliki.

(4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah
Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya
dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(5) Dalam hal PNS Mutasi Keluar dari lingkungan
Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan sampai dengan
terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari
instansi baru.

(6) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran
TPP diatur sebagai berikut:

a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15
(lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas
pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja
baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada
Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja
Pegawai pada Instansi baru; atau

b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan
melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas),
maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP
jabatan lama pada unit kerja lama dengan
mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi
lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai
pada Instansi lama.

(7) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum
menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan
persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.
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(8) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau

©)

diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum
menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan
persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.

PNS vyang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan
penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan
negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari
persentase penilaian disiplin.

(10) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan

mendapatkan ~ potongan TPP  maka  perhitungan

dilaksanakan sampai dengan masa hukuman disiplin selesai.

(11) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan

TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah
Daerah.

(12) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi
melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(13) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja

Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. nilai rata-rata kinerja triwulan | sampai dengan triwulan
I11, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan

b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level
nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh
lima persen).

(14) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Daerah.

(8) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan
penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan
negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari
persentase penilaian disiplin.

PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin

dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan

dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.

(10) Instansi  yang berprestasi diberikan penghargaan
tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP
Pemerintah Daerah.

(11) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja
Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(12) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim
Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai
berikut:

a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan IlI,
dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan

b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada
level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua
puluh lima persen).

(13) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah.

©)

tanggungan hanya diberikan tambahan
penghasilan dari persentase penilaian disiplin.

(8) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin
dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan
dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.

(9) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan
tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP
Pemerintah Daerah.

(10) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja
Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(11) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim

Instansi  berdasarkan kriteria

negara,

Penilaian Kinerja

sebagai berikut:

a. nilai rata-rata kinerja triwulan | sampai dengan
111, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen);
dan

b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada
level nasional/internasional dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen).

(12) Ketentuan  mengenai  penilaian  Instansi  yang

berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(8) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan
penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan
negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari
persentase penilaian disiplin.

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan

mendapatkan potongan TPP maka perhitungan

dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.

(10) Pegawai yang meninggal dunia, pada bulan berjalan
diberikan besaran TPP secara penuh.

(11) Instansi  yang berprestasi diberikan penghargaan
tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP
Pemerintah Daerah.

(12) Sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat
Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(13) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim
Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai
berikut:

a. nilai rata-rata kinerja triwulan | sampai dengan IlI,
dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan

b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada
level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua
puluh lima persen).

(14) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah.

9)

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Tetap

Tetap

Tetap
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Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 66);

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta
bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
Biaya Hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
69),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tetap

Tetap

Tetap

11. Lampiran Huruf B diubah sehingga Lampiran Huruf B
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
121 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

12. Lampiran Huruf C diubah sehingga Lampiran Huruf C
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2022.

Agar setiap orang  mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ini

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ini

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai

diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan ~ Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd ttd ttd ttd
R. KADARMANTA BASKARA All R. KADARMANTA BASKARA All R. KADARMANTA BASKARA All BENY SUHARSONO
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA | BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA | BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA
TAHUN 2021 NOMOR 112 YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 122 YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2 YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Instamsi:

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG
TAMEBAHAN PENGHASILAN PEGAWALI

A. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

Persentase TPP Jumlah Perolehan TPP Persentase Pengurangan Jumilsh Perolchan TPP sctelah dipotoag
Jumlah Perokchan berdasarkan Penilaian berdasarkan Penilaian Disiplin Keterlambatan K cterlambatan LHE PN LiiKa\S'\; TP-TGR
Mo Mama NIP Golongan TPP berdasarkan Disiplin Kerja dan Kena dan Penilaian LHEPM/LHEKASN, TP-TGR, A T PFPh Tenma Bersih
Kinerja Instansi Penilaian Produktivitas Kena (kolom 5 Hukuman Dnsiplin dan tidak dan tidak mm"'“lku_“ up.h.;am (kolom 7 dikah
Produktivitas Kena dikali kolom &) mengikuti upacara kolom ¥)
1 2 3 4 3 & 7 4 & 10 11

Kepala Instansi,
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B. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT

- Pemenuhan laporan bulanan tentsng pengembanzan kompetens
- Feetepatan wakm pernenuhan rencana penpembanean kompetensi
- Parsentzse kesesuaian bezermmg PNS dengan kuabfikasi jabatan

Mo KRITERIA/SUB KRITERIA INDIEKATOR PENILALAN BOBOT
1 2 3 4
1 PERENCANAAN DAN PENGENDALTAN PROGRAM/EEGIATAN (30%)

A, PERENCAMAAN PROGRAMEEGIATAN
1}  Eesslarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan Eeselarasan penyajian indikcator kinerja program dan kegistsm dalam B ATDPA EL
target programikesiatan Sasaran SEPD, dan Sasaran RRPTMD
Konsistensi penyajian program dan kegistan dalam Benja dan EUA-PRAS 3%
Konsistens] penysjian indicator dan target kinerja program dan ke zatn dalam EADPA ER
2} Eetepatan Wakiu Penyampaian Usulan Program Eetepatan waktu dalam penyampaian usalan program dap kegiatan baik nurm magm 1%
Fegiann perubahan (termasuk didalamenya by mame by address calon pensrima hibah bansos) ke
dalam aplikasi Jogiaplan
B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Capaian pelaksanasn indicator sasaran, program dan kesiatan Penilaian kinerja kesiatan InstansifSEPD 20%
2 PENGAWASAN (15%0)
A, TINGEAT TEMUAN (INTERMAL DAN EESTERMAL)
1} Frekuensi lembags pengawas ntemal dan ekstemal - Diperiksa BPE diberikan bobot 30 2%
vang melakukan pemeriksaan - Diperiksa Inspelctorat dibarikan bobot 20
- Diperiksa Ifjen Kementerian Dalam Neger diberican bobot 14
2} humlah temman dibandmgkan dengan jumlah - Temuan dari aparat pemeriksa Internal bobot 30% 48
kepiatan - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal bobot 70%
- Temuan bersifat Administratif, bobat 40%
- Temuan bersifat Administratif Kenanzan, bobot §0%0
3)  Penyelesaian tindak lanjut relomendasi tanman hasil - Tindak Lanjut 5udah salesai (5), bobot 100%: 48
pemeriksaan - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%:
- Belum ditindsklanjuti (B}, bobot 0%
- Panding tahun sebehummya (B}, bobot pangarangan 2P
B. SISTEM AKUNTABILITAS EINERTA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIF)
Milai evaluasi SAEIP - Perancanasn Kinsrja 28
- Panguloran Kinerja
- Pelapoman Kinerja
- Evaluasi Internal
- Capaian Einerja
. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIF)
Milai evalwasi SPIR Nilai evaluasi SPIP i juga dipengamihi oleh nilaipada sub unsir jumilsh temmsan dan 2%
persantass penyelasaian tindak lanjut
D. PEMGEMNDALIAN GRATIFIFKAST
Moenitaring dan Evaluasi Pelaksanaan Fehijakan Penpendalian Eetepatan Waktu Penyampaizn Laperan Mmitoring dan Evalnas Pelaksanaan Febjaksn 1%
Gratifikasi Pengendalian Gratifilcasi
3 PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)
Administrasi Esuanzan Jumlah total anggaran vang dikelola: 28
- Anggaran di atas 50 M
- Angearan 15-50 M
- Angearan di bawah 15 M
Eetepatan wakn, kelensicapan dan keakuratan dalam pemyusuman DBA e
Eetepatan waktu, kelengkapan dan kealratan data administras: 5PT pendspatan dan 48
atau belanja laporan akhir mhun serts delouomen LS
Kesasuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per mivalan 3%
Eelengkapan dan keabszhan admindsrasi penselalzan kenanzan R
4 PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%0)
A, PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
Perencanazn dan Pengzelolzan Data Kepeganwaian Perencanazn dan Pengalolaan Dam Kepeganaian mealalui: e
- LUpdate data kepegavwaian:
- Eetepatan dan keselarasan usul formasi peganal
- Update data Non PN5S
B. BPENINGEATAN EAPASITAS SDM
1}  Peninglcatan Eapasims Eompetensi SOM Peningkatan Kapasitas Eompetensi 5DM meliput: 3%
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1} Penmglkatan Fapasits SDM melahi Usul Eenaikan
Tabatan Fiumgsional dan Kenaiksn Pangkat

= Al
Penimgkatan Kapasitas SDM melalui Usal Eenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan
Panglar
- Eetepatan proses kenaikan Jabatan Fungsienal
- Eetepatan proses kenaikban Panghkat

3)  Penmgkatan Fapasitas SDM melahi Pembinaan
Pegawai

Penimgkatan Fapasitas SDM melahn Pembinaan Pegawai:
- Adamya Pembinaan Aparany PS5 melabni Dizlog Einerja Individw
- Penjatuhan nduman disiplin bagi PN5 yanz melanggar ketenman disiplin FN5

En

PENGELOLAAN BARANG (15%)

Adminisirasi Barang Inventaris

Volume Barang / Wilai Aset
- MWilai asset di amas 50 M
- MWilai asset di bawah 30 M

Kebaradaan dan kelenzimpan Karm Inventars Buanzan

L

Eebaradaan Earm Inventaris Barang

Ly

Kesesnaian jumlah barang denzan karm inventans (keberadamn barang)

Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang

[FY [F¥] Y [V
(¥

(¥

1] PENGELOLAAN ARSIF (10%4)

Pengelolaan Arsip Dinsmis dan Sumber daya kearsipan

Unit Pengolsh:
- Panciptasn arsip
- Penzgunaan arsip
- Pameliharaan arsip
- Peamyusutan arsip
- SDM kearsipan
Prazarana dan sarana kearsipan

Unut Kaarsipan:
- Panciptasn arsip
- Penzgunaan arsip
- Pameliharaan arsip
- Peamyusutan arsip
- SDM kearsipan
- Prazarana dan sarana kearsipan
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C. HASIL PENILAIAN EKINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:
KLASTFIKASI KRITERILA INDIKATOR PENILATAN KINERJA INSTANSI BOBOT KNILAI
1 2 3 4 5
I FERENCANAAN DAN PENGENDALLAN PROGRAMEEGIATAN (30%4)
1.1 PERENCANAAN PROGRAMEEGIATAN
1.1.1 EKeselarasan dan konsistensi Indikator Eeselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam BEAMTPA, EL
kinerja dan marget programfkegiatan Sasaran SEPD, dan Sasaran RPTMD
Eonsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan EUA-PPAS EL
Konsistensi penyajian mdicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam EL
EAMPA
1.1.2 Eetepatan Waktu Penyampaian Usulan Eetepatan vwakt dalam penyampaian usalan program dan kegiatan baik nomi 1%
Program Kegiatan maupan perabrahan (fermasuk didalammya by name by address calon pensrima
hibah bansos) ke dalam aplikcasi Jogjaplan
2 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
121 Capaian pelaksanaan indikator sasaran, Penilaian kinerja kegiatan Instansif3EPD 20%
program dan keriatan
FENGAWASAN (15%0)
21 TINGEAT TEMUAN (INTERNAL DAN EESTERINAL)
211 Frefuensi lembaga pengavas mternal dan Diperiksa BPE diberikan babot 30 - Diperiksa INspeltorat diberikan bobrot 20 - 2t
elrstenal yang melakukan pemeriksasn Diperiksa Irjen Eementerian Dalam Negen diberilan bobot 10
212 Jumlzh temman dibandingkan dengan Temman dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat L
jumlah kegiatan pemeriksa Eisternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% -
Tenmman bersifar Administranf Kenangan bobot $0%.
213 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Tindak Lanjut Sudah selesa (5), bobot 100%: - Tindak Lanjut Dialam Proses (I¥); L
temman hasil pemeriksaan bobot 50% - Belum ditndaklanjuti (B}, bobot 0% - Pending tahun sebelummnya
{F), bobot pengurangan 20%
22 SISTEM AKUNTABILITAS EINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
221 Wilai evaluasi SAKIP Perencanaan Eimnerja - Penguluran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal It
- Capaisn Einetja
13 SISTEM PEMGENDALIAN INTERNAL FEMERINTAH (SPIF)
231 Wilai evaluasi SPIF Kilai evaluasi SPIP ini juga dipenparuhi oleh nilajpada sub unsur jumlab terouan It
dan prosentase penvelesaian dndak lanjut
14 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
241 Meomitoring dan Evaboasi Pelaksanaan Eetepatan Wakiu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1%
Kebijakan Penpendalisn Gratifikasi Eebijakan Pengendalian Gratfikasi
III FPENGELOLAAN ANGGARAN (15%)
Administrasi Eeuanzan Tumlah total angzaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-30 2t
M - Angearan di bawah 15 M
Eetepatan wakm, kelenpkapan dan keakuratan dalam pemyusmman DPA EL
Eetepatan wakm, kelenpkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan L
dan atau belanja, laporan akhir talnm, serta dolumen LS
Eesesnzian antara target kegistan dengan aliran kas per fmmmlan 3%
E.elansicapan dan keabsshan administrasi pensalolaan ceuanean 3%
I PENGELOLAAN SDATTNSTANSI {1584}
4.1 PENGELOLAAN DATA EEPEGAWAIAN
411 Perencanaan dan Pengelolaan Data Perencanaan dan Pengelolaan Diata Eepegamaian melalui: - Update data 5%
Kepagamaian kepagavaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegamai - Update data
Non BKS
4.2 PENINGEATAN EAPASITAS 5DM
4121 Peningkatan Kapasitas Kompetensi 50N Peningicatan FKapasitas Eompetensi SDM meliputi: - Pemenohan laporan bulanan %
tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waku pemenuhan rencana
pengembangan kompetensi - Prosentase kesesualan bezetting
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hat
[

2

Peningkatan Kapasitas SDM melalui Tsul
Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangicat

Penmgicatan Eapasitas SDM melahi Usul KEenailsn Jabatan dan Kenaikan It
Pangicat: - Ketepatan proses kenasikan Jabatan - Eetepatan proses kenaikan
Pangicat

4213 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Penmgicatan Fapasitas SDM melahi Pembinaan Pegaval: - Admnya Pembinaan EL
Pembinazn Pegarral Aparatur PNS melalui Dialog Kmnerja Individa - Penjatuhan hukomasn disiplin
bagi PNS vang melangzar ketenfuan disiplin PINS
T PENGELOLAAN BARANG (15%0)
Administrasi Barang Inventaris Wolume Barang f Kilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Wilai asset di bavnrah 50 M 1%
Eeberadaan dan kelensiapan Karm Inventaris Bnangan 1.5%
Eeberadaan Karm Inventaris Barang 1.5%
Eesasnzian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barans) 1.5%
Teriib sdministrasi laporan Daftar Mutasi Barang 1.5%
VI FENGELOLAAN ARSIP (10%)
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Pengrmasn arsip - Pemelibaraan arsip - %
daya kearsipan Penynsutan arsip - SDM kearsipan - Prasarans dan sarana kearsipan
Unit Kearsipan: - Penciptasn arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharasn arsip - 5%

Penyunsutan arsip - SDM kearsipan - Prasarans dan sarana kearsipan

NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI

PERINGEKAT KINERJA INSTANSI

FROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERTA INSTANSI
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D. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Instansi:
[HSIPLIN KERIA (25%) PRODUKTVITAS KERJA PEGAW AL {73%)
Persentaze Nilsi TOTAL

) ) ) KELAS ) Nk Berdazar - ; PERSENTASE NILAI
WO NAMA GOLONGAN - Perolehan Berdasar Babot . . Persentase Mikai Berdasarkan - —
Wilni : . - . P D T dam

IABATAN | pengurangan | (100 dikurangi Disiplin {Kalom 'IIJ'“F'I"." J,!'.hr' Kinerja Famla hart ficalk Bobat | 30-kalom 10730 (Kobom 7 ditambah
= e \ Produktivitas Kena {Kalom &% mazuk \ Kodom 11}
Kolom 5) i dikalikan : ) e dikalikan kolom 9)
356 dikalikan T5%)

(2]

[] 1 11

Kepala Instansi,

HAMA
NIP
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E. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI EKARENA TUGAS DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Mama

MNIP

Jabatan :

Menemnghkan bahwa hariimi - _........... Tanggal - ... Jam: oosid L OWIB. tidak dapat
melakukan presensi pagi‘siang karena melaksanakan tugas dinas @.......

Yogvakarta,
MengetabuyMenyetujpu (*) Hormat Kama,
NIP. MNIP.
Eet(*) : Atasan langsung pegawa vang mengajukan in
GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGEKU BUWONO X

Salinan Sesuail Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU ERISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006
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TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023

B. KRITERIA/SUBKRITERITA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT

Mo KRITERIA/STUE KRITERLA INDIEATOR PENILALAN BOBOT
1 2 E] 4
1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAMEEGIATAN (30%)

A, PERENCANAAN PROGRAMEEGIATAN
1}  Eeselamsan dan kensistensi Indilator komerja dan Eesalamsan pemyajian ndikater kinerja program dan kegian dalam BEADPA EE
fareet prozamukesiatam Sasaman SEPD, dan Sasaran BRIMD
Fonsistensi penyajian program dan kesiatan dalam Benja dan KUA-FPAS 3%
Eonsistensi pemyajian indicator dan tarpet inerja program dan kepiatim dalam EADRA 3
2} Eestepamn Waktu Pemyampaian Tiulan Progrim Eztepatan wakm dalam penvampaian usulan program dan kegiatan baik muomi maupun 1%
Fepiatan pernbaban (termasuk didalamens iy name By eddress calon penerims hibah bansos) ke
dalam aphikasi Josrapian
B. PENGENDALLAN PEMBANGUNAN
Capaian pelaksaraan ndfkator sasamn, progem dan kegiatan | Penilaian kineria keiatan Insoansi/SERD [ %
1 PENGATVASAN (15%)
A TINGEAT TEMUAN (INTERNAL DAN EESTERMAL)
1} Freluensi lmbaza persawas intemal dan ekstarnal Diperiksa BPE diberikan bober 30 Rt
vang melakuian pemeriksasm Driperiksa Inspektorat diberilom baobsot 20
Diiperiksa Irjen Kementerian Dalam Negen diberikm bobot 10
2} TFurnlah terman dibandinsion dengan jumlsh Temuizn dari yparat pemeriiss Intermal. bobat 30%: 4
kepiatan Teman dani aparat pemeriisa Ekstemal, bobet 7%
Temuan bersifat Admmistrant, bobot 40%:
Temaan bersifat Admmistrant Eemnean bobet 6075,
3}  Penyelesaian ondak lamjut rekomendasi temsan hasil Tindak Lamjm Sudnh selesai (5). bobeor 100%: 4%
pemerikzaan Tindak Lemjut Dalam Proses (D bebat 507
Belum ditmdaklanuti (B). bobot 0%
Pending tainm sebebhirmya (F). bobet pengurmmzan 2%
B. SISTEM AEUNTABILITAS EINERTA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIE)
Nila evaluasi SAFIP - Perencanaan Kmerja Rt
Penpukuran Emena
Pelaporm Kinerja
Evaluasi Intermal
Copaim Einerja
C.  SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL FEMERINTAH (5PIF
Nila evaluasi SPIP Milai evalnasi SPIP ind juga dipenearuhi eleh nilaipada sub nnsur jumiah temuan dan Rt
persentase pamvelasaiam tindak langut
D. PENGENDALIAN GRATIFIEAST
Mpnitoring dan Evabaasi Pelakzanaan Eebijakan Pengendalian Eztepatan Wakm Pernampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksamamn Eebijakan 1%
Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi
E] PENGELDLAAYN ANGGARAN (15%4)
Adnrirdstrasi Kenanzan Turnlah total anezaran yang dikelola: Rt
Angearim di atas 50 M
Anggarmm 15-50 M
- Anpearan di barah 15 M
Eeiepatan nakiu kelenskapan dan kealomatm dalmm permusiman DRA 3%
Eztepatan walkny, kelenpkapan dan kealumatan data admimistas SPT pendapacan dan 4
atan belanja. Japoran akhir talun, serta dedoumen LS
E=sesuaimm antara targset kesiatan densam aliran kas per minulan 3%
Eelen=iapan dan keabsaban adrmisiras peneelolim kenmean 3
4 PENGELDLAAN SDM INSTANSI (15%)
A, PENGELOLAAN DATA EEPEGAWALAN
Perencanaan dan Pengelolasn Data Ezpegrmalian Perencanaan dan Pamgelolaan Data Eepezavaian melabn: i
Lindare datm kepeparaian:
Eztepatan dan kesalarasan usul formasi pegama
Updaie dam Nea FNS
E.  PENINGEATAN EAPASITAS SDM
1}  Penmnghntan Eapasitas Eompetensi SDM Peningzkatan Kapasims Eompetensi SDM melipat: i
- Pemenzhan laperan bulanan tentang pengembangm kempstensi
Fztepatan wakm pememiban rencana pengembansam koenpatensi
Bersenase kpsesnaian besemng NG denszan kmalifikasi jabatan
2} Peningicwtan Eapasitas SDM melahn Usyl Eesnglan | Peningiatan Eapasias SDM melahui Uyl Esngilan Tabatan Funesional dan Eemadlan %
Jabatan Fungsional dan Kenaikam Parelkar Panglar:
- Fztepatan proses kemaikcan Fabatan Finpsional
- Eztepatan proses kenaikan Panskat
3}  Peningiwtan Eapasigs SO melabn Pernbinaan Peninzkatan Kapasitis SO melaini Pemivinaan Pegamaic 3%
Begama - Adanya Pembinzan Pegawai melahi Dialog Kmerja Individo
Penjanshan tmbman disiplin Peeaai vane melmesar keteniaan disiplin NS
5 PENGELOLAAN BARANG (15%)
Adnriristrasi Barang Inventarss Vaolume Barane § Milai Aset 1%
- Nilad asset di atas 30 M
Milad asset & bamah 30 M
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No

KRITERLA/STE ERITERIA

INDIEATOR PENILAIAN

BOBOT

i

3

Esberadam dan kelensiapan Kariu Inveniaris Bnamean

Eeberadam Earmu [mentariz Bamms

Fesenmaim jumlab bamms denzan kar imventans (kebemdaan barans)

Tertih adrnimsirasi laporan Daftar Mutasi Barame

(=R LR () (W]
ol e fal

PENGELOLAAYN ARSIF (10%4)

Pengelolam Arsip Dimanns dan Sumber daya kearsipan

Unit Pengalah:
- Penciptaan arsip
Penggumam arsip
Pemgliharaan arsip
Penyusutan arsip

- 5SDM kearsipan

- Prazarana dan sarana kearsipan

Unit Ezarsipan:
- Penciptaan arsip
- Penggumam arsip
Pemeliharaan arsip
Penyusutan arsip
SDM kearsipan
Prasarana dam sarama kearsipan
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C. HASIL PENILAIAN EINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

ELASTFIKASI ERITERILA INDIKATOR PENILATAN KINERJA INSTANSI BOBOT NILAI
1 2 3 4 5
I PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGERAM/EEGIATAN (30%)
1.1 PERENCANAAN PROGEAMEEGIATAN
111 EKaselarasan dan konsistensi Indikator EKeselarasan penyajian indikcator kinerja program dan kegiatan dalam BEAMPA 1%
kinerja dan target programlegiatan Sasaran SEPD, dan Sasaran RETMD
Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS 1%
Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kepiatan dalam 1%
EADPRA
112 Eatepatan Wakt Penyampaisn Usulan Eetepatan walkt dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik momi 1%
Program Kegiatan maupun perubahan (termasuk didalammya by name by address calon penerima
hibah bansos) ke dalam aplilcasi Jogjaplan
2 PENGENDALLAN PEMBANGUNAN
121 Capaian pelaksanasn indikator sasaran, Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SEPD 20%
prozram dan kesiatan
| I PENGATWASAN (1585)
21 TINGEAT TEMUAN (INTEEMNAL DAN EEKSTERNAL)
211 Fralmensi lembagza pengavwas miermal dan Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobat 20 - %%
elrstemnal yang melakukan pemeriksaan Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberilcan bobot 10
212 Jumlsh temnuan dibandingkan dengan Temman dari aparat pemeriicsa Internal, bobot 30% - Temnan dari aparar 4%
jumlah kegiatan pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Tenman bersifat Administratif bobot 40% -
Temman bersifat Administratif Eenangan, bobot 60%.
213 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Tindak Lanjut Sudah selesai (5), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D; 48
ternuan hasil pemeriksasn bobot 50% - Bahmm ditindaklanjuti (B), bobat 0% - Pending tahun sebelummya
(P, bobot pengurangan 20%
13 SISTEM AKUNTABILIT AS EINERJA INSTANSI PEMERINTAH (5AKIF)
221 Nilai evaluasi SAKIP Perencanasn Eimerja - Penguburan Kinerja - Pelaperan Kinerja - Evaluasi Internal %
- Capaian Kinerja
2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PFEMERINTAH (SPIP)
131 Iilai evaluasi SPIR Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaijpada sub unsur jumlah temmian %%
dan prosentase penvelesaian tindak lanjut
1.4 PENGENDALIAN GRATIFIEASI
241 Menitoring dan Evaloasi Pelaksanaan Eetepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evahiasi Pelaksanaan 1%
Eebijakan Pengendalian Gratifikasi Kebijakan Penzendalisn Gratifikasi
I PENGELOLAAN ANGGABRAN (15%%)
Administrasi Epuangan Jumnlzh total angearan yvang dikelela: - Anggzaran di atas 50 M - Anggaran 15-30 %%
M - Anpparan di bavwah 15 M
Eetepatan wakia, kelenpgkapan dan keakuratan dalam pemyusunan DPA 1%
Eetepatan wakio, kelenpicapan dan keakuratan data adminisirasi SPT pendapatan 48y
dan atau belanja, laporan akhir tabum, serta dokumen LS
Kesesuazian antara target kegiatan denzan aliran kas per trivulan 1%
Kelengkapan dan keabsahan adminisirasi pengelolaan keuansan 1%
v FPENGELOLAAN SDAI INSTANSI (15%0)
4.1 PENGELOLAAN DATA EEFEGAWALAN
41.1 Perencanaan dan Pengelolaan Drata Perencanasn dan Pengelolaan Data Kepegavalan melalui: - Update data "
Espeagamaian kepegawaian: - Katepatan dan keselarasan usul formasi pegamrai - Update dara
Non FNS
4.2 PENIMGEATAN EAPASITAS S5DM
421 Peninpkatan Kapasitas Eompetensi SDM Peningkatan Kapasitas Eompetensi 5DM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan "
tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana
pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetiing
4212 Peninpkatan Kapasitas SDM melalui Tsul Peningkatan Kapasitas SDM melahui Usul KEenaikan Jabatan dan Kenaiksn %
Esnaikan Jabatan dan Kenaikan Pangicat Panghat: - Eatepatan proses kenailean Jabatan - Estepatan proses kenaiksn
Pangimat
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fad

Peninpgkatan Kapasitas SDM melalui Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pagawai: - Admmya Pembinaan It
Pembinazn Pegarral Aparatar Pepawai melalo Dialog Einerja Individu - Penjatuhan bukuman disiplin
bazi Pegawai yang melmggar ketentuan disiplin PNS

v FENGELOLAAN BARANG (15%0)
Administrasi Barang Inventaris Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Milai asset di bavah 50 M 1%
Eeberadaan dan kelengiapan Karm Iventaris Buanzan 3.5%
Eeberadaan Karmu Inventaris Barang 3.5%
Eesesuzian jumlzh barang dengan karta imventaris (keberadaan barane) 15%
Tertib adminisirasi laporan Daftar Mutasi Barang 1,5%
VI PENGELDLAAN ARSIF (10%)
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber TUnit Pengolsh: - Penciptaan arsip - Pengmmasn arsip - Pameliharzan arsip - 5t
daya kearsipan Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan
Unit Kearsipan: - Panciptasn arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - %

Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan

NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI

PERINGEAT KINERJA INSTANSI

FROSENTASE FENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERTA INSTANSI

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ttd.

ttd. HAMENGEKU BUWONO X

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006
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